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KATA PENGANTAR 
  

Dengan  memanjatkan  puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT,  yang  telah  

melimpahkan  rahmat  dan hidayahNya,  sehingga  kami  dapat  

menyelesaikan  Rencana  Strategis  (Renstra)  Pengadilan  Agama Morotai 

2015-2019. 

 
Pengadilan Agama Morotai adalah pelaksana kekuatan kehakiman yang 

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus 

merupakan kawal depan (provost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Halmahera 

Utara. 

 
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No.25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang 

tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan 

rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

memberikan sumbangan pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semog a bermanfaat dan dapat 

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. 

 
Tobelo, 16 Januari 2020 

 
KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI 

 
 
 

RIANA EKAWATI, SH.,M.H. 

NIP. 197805162005022002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1.   KONDISI UMUM 
 

1.  Pengadilan Agama Morotai telah berjalan dan melangkah dalam tahun kedelapan dari 
 

Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun 
 

2010-2035 yang menuntut semua lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah 
 

Agung untuk melakukan pembaruan dan perubahan. 
 

2.  Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan  pelayanan 

dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi penyelesaian perkara. 

3.  Undang-Undang Nomor 50  Tahun  2009  Tentang Perubahan  Kedua atas  UU  No. 7 

Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama; dalam 

hal  ini  Pengadilan  Agama  Morotai mempunyai  tugas  memeriksa,  memutus,  dan 

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. 

Pengadilan Agama Morotai menyelenggarakan fungsi: 

a.    Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan  perkara-perkara  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama 

dalam tingkat pertama ( vide  : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b.  Fungsi  pengawasan,  yakni  mengadakan  pengawasan  melekat  atas  pelaksanaan 

tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ 

Jurusita Pengganti   di bawah jajarannya agar   peradilan  diselenggarakan dengan 

seksama dan sewajarnya ( vide  : Pasal 53 ayat (1)  (2) dan (3) Undang-undang 

Nomor No. 50  Tahun 2009 ) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum dan 

kesekretariatan. ( video: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

c.    Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengakapan serta Perencanaan dan Teknologi Informasi ) ( vide  : KMA 

Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

d.    Fungsi Lainnya : 
 



REVIEW RENSTRA PENGADILAN AGAMA MOROTAI 2015 - 2019 

 

SUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 
- 2 
- 

 

1)     Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 

instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain 

(vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

2)      Pelayanan  penyuluhan hukum,  pelayanan  riset/penelitian  dan  sebagainya 
  

serta   memberi   akses   yang   seluas-luasnya   bagi   masyarakat   dalam   era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 

Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  1-144/KMA/SK/I/2011 

tentang Pedoman Pelayanan  Informasi di Pengadilan. 

 
4.  Pengadilan  Agama  Morotai  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dituangkan 

dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Morotai, dalam hal ini 

Renstra Tahun 2015-2019. 

5.  Renstra  sebagai  pedoman  pelaksanaan  kegiatan  Pengadilan  Agama  Morotai  lima 

tahun ke depan,  rencana strategis ini dijabarkan  ke  dalam  program-program yang 

kemudian diuraikan    ke dalam  rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini 

kelak di dalam pelaksanaannya  diharapkan  didukung oleh  anggaran yang memadai 

dan dilaksanakan oleh   sumber daya manusia yang kompeten serta  ditunjang   oleh 

sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan   lingkungan Pengadilan 

Agama  M o r o t a i ,     baik  lingkungan  internal  maupun   eksternal  sebagai  variabel 

strategis. 

6.  Pengadilan Agama Morotai sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah  Agung 

dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi 

dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pengadilan Agama Morotai  membawahi wilayah  hukum yaitu Kabupaten Halmahera 

Utara dan Kabupaten Pulau Morotai. 

8.  Pengadilan Agama Morotai Terletak dan beralamat di Jln Tugu Nusantara, Desa Gosoma, 

Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara. 
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1. INDIKATOR PENYELESAIAN PERKARA  PERKARA  

  Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Agama Morotai untuk menerima, memeriksa 

dan mengadili oleh sebab itu IKU penyelesaian perkara adalah suatu wajib,  maka dalam 

tahun 2019 ini Pengadilan Agama Morotai telah menyelesaiakan sisa perkara dan juga 

perkara yang diterima sebagaimana tabel berikut  : 

 

a. Sisa tahun yang lalu  (2018)   9  Perkara 

b. Diterima tahun  2019 1092 Perkara 

Jumlah   : 1101 Perkara 

c. Diputus tahun  2019 1093 Perkara 

Sisa Akhir tahun 2019 8 Perkara 

Beban Putus 99.27 %  

Beban Sisa 1.73 %  

  

  Penyelesaian perkara yang  diatas  90 % berkat dukungan personel majelis Hakim 

dan Kepaniteraan yang memadai serta cukup dan juga sistem penyelesaian perkara secara 

elektronik ( SIPP ).  

2. INDIKATOR PENGELOLAAN PERKARA, MEDIASI DAN UPAYA HUKUM 

  Bertambahnya jumlah pencari keadilan tiap tahun dibutuhkan kecepatan dan 

pengelolaan yang modern demi mencapai Peradilan cepat dan transparan, maka dari itu 

Pengadilan Agama Morotai selalu menampilkan Pengelolaan perkara secara mediasi, online 

dan update. Mulai dari Awal Perkara di daftarkan, hingga adanya putusan yang bisa 

didownload, dan terbitnya Akta Cerai Para Pencari Keadilan bisa dilihat dalam website 

Pengadilan Agama Morotai, serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara semua itu demi 

untuk mencapai efektifitas fungsi Peradilan dan Visi Misi Pengadilan Agama  Morotai, 

pengelolaan putusan yang dipublikasi secara online dilihat tabel berikut :  

Tahun Publikasi Keterangan 

2015 157 Putusan 

2016 59 Putusan 

2017 1647 Putusan 

2018 101 Putusan 

2019 1022 Putusan 
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  Naik dan turun jumlah putusan yang dipublikasi dipengaruhi faktor Sumber Daya 

Manusia yang terbatas dan juga pemuktahiran jaringan internet sehingga publikasi 

terkadang belum optimal. 

  Mediasi di Pengadilan Agama Morotai adalah suatu upaya untuk mempercepat 

penyelesaian perkara pada tingkat pertama, namun sampai saat ini mediasi belum sama 

sekali menjadi pilihan utama pihak berperkara dalam menyelesaiakan suatu masalah, dan 

tingkat keberhasilan mediasi berkisar 0 – 10 % pada tiap tahunnya. 

  Upaya hukum dilakukan para pihak akibat belum tercapai rasa keadilan dan 

merupakan hak para pencari keadilan, namun Pengadilan Agama Morotai selalu berusaha 

meningkatkan kepastian hukum dan kepastian hukum agar dapat memenuhi rasa Keadilan 

masyarakat,  berikut tabel upaya hukum : 

Tahun Banding Kasasi Peninjauan 

Kembali 

2015 1 Perkara 0 0 

2016 0 1 Perkara 1 Perkara 

2017 4 Perkara 0 0 

2018 1 Perkara 1 Perkara 0 

2019 3 Perkara 1 Perkara  

 

3. INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK 

  Untuk menjalakan aturan dan amanat reformasi Mahkamah Agung dan Peradilan 

Seluruh Indonesia maka dilaksanakan lah pelayanan publik yang prima pada Pengadilan 

Agama Morotai, pelayanan publik saat ini yang dapat dirasakan masyarakat pada 

Pengadilan Agama Morotai adalah Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara  Bagi Masyarakat 

Miskin (Prodeo), Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Sidkel) Dan Pos Bantuan Hukum. 

Berikut ini adalah tabel pelayanan  publik : 

Tahun Target 

Pelayanan 

Prodeo 

Realisasi 

Pelayanan 

Prodeo 

Target  

Pelayan 

SIDKEL 

Realisasi  

Pelayanan 

SIDKEL 

Target  

POSBAKUM 

Realisasi  

POSBAKUM 

2015 4 Perkara 4 perkara 29 Perkara  29 Perkara   

2016 8 Perkara 8 perkara 40 Perkara 49 Perkara    
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2017 8 Perkara 8 Perkara 40 Perkara 46 Perkara   

2018 8 Perkara 6 Perkara 29 Perkara 51 Perkara 100  

Jam Layanan 

720 Jam 

Layanan 

2019 8 Perkara 8 Perkara 30 Perkara 984 Perkara 100 Jam 

Layanan 

600 Jam 

Layanan 

 

4.  INDIKATOR PENGAWASAN 

  Pengadilan Agama Morotai dalam setiap tahun tidak pernah lepas dari pengawasan, 

pengawasan pada Pengadilan Agama Morotai terbagi atas dua :  

1. Pengawasan Internal yaitu pengawasan yang dilaksanakan dari dalam dimulai dari 

pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Morotai, kemudian Hakim 

Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Hingga yang terakhir Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung RI 

2. Pengawasan Eksternal yaitu pengawasan dari luar oleh masyarakat yang bisa melalui 

Meja Informasi dan Pengaduan yang telah tersedia pada PA Morotai, maupun lewat cara 

elektronik dan online yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan 

Agama Morotai.  

5. INDIKATOR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

  Jumlah H a k i m  d a n  Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Morotai 

sebanyak  19 (Sembilan Belas) orang dan Pegawai honorer 6  (enam ) orang ,  terdiri dari  

 
a
. 

Jumlah Pegawai Menurut Golongan :    

 Tenaga Honorer = 6 Orang 

 Golongan I = - Orang 

 Golongan II = 1 Orang 

 Golongan III = 17 Orang 

 Golongan IV = 1 Orang 

b
. 

Jumlah Tenaga Teknis dan Non 
Teknis 

   

 Ketua , Wakil Ketua dan Hakim = 3 Orang 

 Panitera =    1 Orang 

 Sekretaris = 1 Orang 

 Wakil Panitera =  Orang 

 Panitera Muda Permohonan = 1 Orang 
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Panitera Muda Gugatan 

 
= 

 
1 

 
Orang 

Panitera Muda Hukum = 1 Orang 

Panitera Pengganti =    1 Orang 

Jurusita / Jurusita Pengganti =    3 Orang 
 
C.   Jumlah Pejabat Struktural 

Kasubag Perencanaan, TI dan 
Pelaporan 

= 1 Orang 

Kasubag Umum dan Keuangan = 1 Orang 

Kasubag Kepegawaian = 1 Orang 

Staf = 4 Orang 
 
 

 

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

 Dalam menjalankan sebuah organisasi pemerintahan dan untuk mencapai Visi Misi dan 
Sasaran Strategis maka diperlukan indetifikasi masalah berdasarkan kenyataan yang dihadapi 
Pengadilan Agama Morotai Saat ini yaitu :  

Aspek Penyelesaian Perkara 

 Penyelesaian perkara dapat digambarkan hampir mencapai 100 % pada tiap tahunnya hanya 
saja pelaksanaan penyelesaian berkas minutasi secara manual mengkakibatkan tidak dapat dijamin 
keakuratan data tersebut, oleh sebab itu dibutuhkan system dan aturan yang dapat mengatasi 
tantangan tersebut  
 

 
 

 
 
 

Permasalahan Tantangan Potensi 
a. adanya  keterlambatan 

pengisian Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara akibat 
kurangnya kemampuan dan 
pemahaman untuk 
menggunakan  

   secara benar 
 

 
b. adanya pembagian perkara  

pada panitera pengganti yang 
belum merata dan panitera 
pengganti yang belum maksimal 
dalam menangangani perkara 
diterima masuk sehingga 
menghambat putusan dan 
minutasi. 
 
 
 
 
 

a. Memaksimalkan Sistem informasi 
Penelusuran  perkara yang 

ada dan melakukan simulasi 
penggunaan pada sekali setiap minggu 
agar ketergantungan penyelesaian 
perkara secara manual di tiadakan 
 

 
b. Pembagian belum melihat  sesuai 
giliran dan juga kinerja individu  
 

a. adanya perubahan dan 
penambahan menu serta  versi 
yang masih terus dilaksanakan  

 

 

 

 

 
b. Perma Nomor 07 Tahun  2015 
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Aspek Pengelolaan Perkara  
 
 Pengelolaan perkara pada Pengadilan Agama Morotai dilakukan sesuai SOP dan aturan yang 
berlaku, serta menggunakan aplikasi yang disediakan Mahkamah Agung namun demikian juga 
sebagian masih dilakukan secara manual, semua ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan 
ketepatan pelayanan untuk mencapai Peradilan yang Agung. 
 

 
 
  
Aspek Penyelesaian Mediasi  

 
Mediasi adalah cara penyelesaian cepat di Pengadilan guna menekan perkara, namun pada 

kenyataan mediasi masih kurang diminati dan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permasalahan Tantangan Potensi 
a. Masih terjadinya 

keterlambatan minutasi 
perkara 
 

b. banyaknya  jumlah perkara  

diterima  mengakibatkan 

putusan yang harus 

disampaikan tepat waktu. 

 
 
 

 

a. SDM sudah mencukupi, namun 
masih ada yang menunda 
pekerjaan. 
 

b. keterbatasan jumlah tenaga js/jsp 
dan juga lokasi wilayah hukum 
yang yang kepulauan  

 
c.   terbatasnya js/jsp mengakibatkan   

terlambat penerbitan akta cerai  
disebabkan penyampaian pbt 
tertunda. 

 
 

 

 

a.adanya penerapan SOP 
penanganan perkara secara 
konsisten  
 

b. diharapkan peningkatan 

jumlah js/jsp 

 

 

 
 

 

Permasalahan Tantangan Potensi 
a. Mediasi yang selalu gagal dan 

kurang menjadi solusi dalam 
penyelesaian perkara  

 
 

 

a. Prosedur mediasi belum 
menarik dan meyakinkan 
pihak mencapai sasaran 
mengurangi perkara. 

b. Kecenderungan 
kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga peradilan 
adalah tempat 
menyelesaiakan perkara dan 
bukan tempat untuk 
berdamai. 

a. aturan yang masih terus 

berubah-ubah   

 

 

b. adanya lembaga non 

litigasi  
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Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat 
  
 Dalam rangka memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat, dan untuk 
mempermudah akses masyarakat ke Peradilan, Pengadilan Agama Morotai memberikan layanan 
bagi masyarakat yang miskin dan terpinggirkan berupa Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan 
Sidang Keliling. 
 

Permasalahan Tantangan Potensi 
a. Pembebasan biaya perkara 

kepada masyarakat miskin  
dari tahun ke tahun bertambah 
jumlahnya 

 
b. Pelaksanaan sidang  Keliling  

masih belum dirasakan 
seluruh masyarakat pencari 
keadilan di wilayah hukum PA 
Morotai di Tobelo 

 
c. Pelaksanaan perkara 

permohonan Volountair  belum 
mengjangkau seluruh 
masyarakat pencari keadilan di 
wilayah hukum 

 
d. Pelaksanaan pos bantuan 

hukum masih memiliki kendala 
terkait keterbatasan Anggaran. 

 
 

a.  anggaran yang diberikan tidak 
mengakomodir minat masyarakat 
pencari keadilan, untuk 
berperkara secara prodeo. 

 
b. sifat masyarakat yang 

malu bila dikatakan  dianggap 
miskin  

 
c.   Pertanggungjawaban administrasi 

keuangan untuk proses 
pembebasan perkara yang belum 
memiliki aturan jelas 

 
d.   Masyarakat miskin  yang lokasi 

sulit dijangkau karena letak 
geografis wilayah hukum yang 
berpulau-pulau  dan belum 
memiliki gedung Pengadilan di 
tempat tersebut. 

 
e.  Anggaran yang kecil, tidak sesuai 

dengan biaya akomodasi 
operasional  yang mahal pada 
daerah terpencil dan perbatasan. 

 

a. Perma Nomor 1 tahun 2014 
tentang pedoman 
pemberian bantuan layanan 
bantuan bagi masyarakat 
tidak mampu 
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Aspek Pengawasan 
 Setiap institusi pada umumnya wajib diawasai, pengawasan telah diatur dalam banyak 
aturan yang jelas pada Pengadilan Agama Morotai 
 

Permasalahan Tantangan Potensi 

a. Tidak berfungsinya sistem 
     Pengawasan  kinerja secara 

berjenjang. 
 

b.   Laporan/pengaduan yang ada 
belum  maksimal terlayani. 

  
 
 

 

a. Kurangnya pemahaman 
tentang  aturan 
Pengawasan. 
 

b. Belum tersedianya  petugas 
yang representative dalam 
melayani 

a. Telah ada kebijakan 
       Pimpinan dalam penyusunan 

 Standar Kinerja Pegawai (SKP)       
dan juga Standar Operasional  
Prosedur (SOP). 

b. Telah tersedia  Peraturan 
Mahkamah  (PERMA)  Nomor 06 
Tahun 2016 tentang  petunjuk 
pedoman penanganan 
pengaduan  dilingkungan 
Peradilan 

 

  
 

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 
Untuk mencapai Pengadilan Agama Morotai yang memiliki Pelayanan Publik Prima, maka 

tidak terlepas dari sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pelayanan yang mempunyai 
keterampilan, keahlian dan dan integritas dalam melayani para pencari keadilan. 

 
 

  

Permasalahan Tantangan Potensi 
a. Masih ditemukan kesalahan   

pada  berkas perkara serta 
berkas lainnya yang dikerjakan  

 
b. Kurangnya pemahaman SDM 

terhadap kebijakan teknis 
   peradilan. 
 
 
c. Pembagian personel dan beban 

kerja belum merata  antar SDM di 
Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan. 

 
 
 

 

a. Pemahaman dan ketelitian pejabat   
serta staf yang berbeda-beda  

 
 
b. Perlunya sosialisasi, monitoring    

dan diklat  agar kebijakan 
 tersebut dapat tersampaikan dan 
dipahami dengan baik  

 
c. Personel  yang ditempatkan agar  

berdasarkan kebutuhan instansi 
serta analisa beban kerja  

a. Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 7 Tahun 2015, tentang 
Organisasi dan Tata cara kerja 
Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan 

 
b. Telah adanya aplikasi            

E-Learning untuk 
pembelajaran dan diklat jarak 
jauh 
 

c. Surat Edaran Sekretaris 
Mahkamah Agung RI Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Mutasi 
Tenaga Teknis dan Non 
Teknis 
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BAB II  
VISI, MISI, TUJUAN 

 
2 .1 .Visi Misi 

 
Rencana Strategis Pengadilan A g a m a  M o r o t a i   Tahun 2015 – 2019 merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan 

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan 

terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan 

efesiensi. 

 
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan 

tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Morotai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program 

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional  yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional   Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 , 

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. 

 
Mahkamah Agung telah menetapkan Visi dan Misi yang akan menjadi pandangan arah 

kedepan dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau 

target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : 

 
VISI : 

 
” Terciptanya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” 

 
MISI : 

 
1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan 

Transparansi; 
 

2.  Mewujudkan Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam 
Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat; 

 
3.  Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang 

Efektif  dan Efisen 
 
4.    Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif 

dan  Efisien 
 
5.  Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai 

Dengan Kententuan Yang Berlaku  
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Berdasarkan visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut Pengadilan Agama Morotai 

merumuskan sekaligus menetapkan visi dan misi, sebagai berikut : 

VISI 

”TERWUJUDNYA  PENGADILAN  AGAMA MOROTAI YANG AGUNG” 

MISI  
 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Morotai.  

2. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dalam bidang hukum dan keadilan.  

3. Mewujudkan kualitas Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, profesional dan berahklak mulia.  

4. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.  

 

2.2 . Tujuan dan Sasaran Strategis  
 

A. Tujuan   

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 

dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 dan tujuan ditetapkan mengacu 

kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Agama Morotai. 

 
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Morotai  adalah sebagai berikut : 

 
1. Terwujudnya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, tepat waktu, transparan dan 

akuntabel  
2. Terselesainya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 
3. Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi 
4. Terwujudnya pelaksanaan pelayan serta pengawasan internal yang efektif dan efisien 

 
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah mencapai  sasaran strategis  : 
 

 
B     Sasaran Strategis 

 
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Morotai  yang telah direviu 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara  

2. Peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara 

3. Peningkatan penyelesaian  upaya mediasi 
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4. Peningkatan Aksebilitas masyarakat terhadap Peradilan (accses to justice) 

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan 

6. Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan  pengawasan 

7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

  

 
C.     Indikator Kinerja dan Target Kinerja 

 
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai 

ukuran  atau  Indikator  yang  akan  memberikan  informasi  sejauh  mana  kita  telah  berhasil 

mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan 

Agama Morotai nomor : W29-A4/93 /OT.01.1/I/2020, tanggal 14 Januari 2020 . 

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Agama Morotai telah mencapai tujuan 

strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator 

kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2015-2019. 

Indikator kinerja  utama  dan  target  kinerja  diperlukan  sebagai  tolak  ukur  atas  keberhasilan  

sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan  indikator kinerja  yang digunakan 

Pengadilan Agama Morotai adalah sebagai berikut : 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) 

PENGADILAN AGAMA MOROTAI 
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2.3 . Program dan Kegiatan 

 

 Tujuan sasaran strategis tersebut untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan  
membuat rincian Program dan Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :  

 
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai 
sasaran strategis  dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas 
masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan  Agama Morotai 
dalam pelaksanaan 
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 
1. Penyelesaian Perkara 
2. Penyelesaian Sisa Perkara 
3. Penelitian berkas perkara  disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara 

6. Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) 

 
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 
dibuat untuk  mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
mencapai  pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini 
adalah : 
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa 

 
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk 
mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini 
adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat 
pertama. 

Tabel  
Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan 

No. Sasaran strategis Indikator kinerja Program Kegiatan Indikator kinerja 

kegiatan 

 

 

1. 

 

Meningkatnya 
Penyelesaian 
Perkara 

 
a) Prosentase sisa 

Perkara yang 
diselesaikan 

 
Program 

Peningkatan 
Manajemen 

 
Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Agama 

 
Jumlah 
Penyelesaian 
Perkara Tepat 
Waktu 
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b) Prosentase Perkara 
yang diselesaikan 

c) Prosentase 
Penurunan Sisa 
Perkara 

d) Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum : 

 Banding 
 Kasasi 
 PK 

e.) Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap 
layanan peradilan 

 
 

Peradilan 
Agama 

 

 

 

2. 

 

Peningkatan 
Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

 
a) Prosentase isi 

putusan yang 
diterima oleh para 
pihak  tepat waktu  
 

b) Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
Banding, Kasasi dan 
PK yang diajukan 
secara lengkap dan 
tepat waktu  

 
c) Persentase putusan  

yang menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi syariah ) 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari sejak 
diputus  

 
 

 
Program 

Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan 
Agama 

 

 
Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Agama 

 
Jumlah 

Pengelolaam 
Perkara Tepat 

Waktu  

3. Peningkatan 
Penyelesaian 
Upaya Mediasi 

 

a) Prosentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 
 
 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan 
Agama 

Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Agama  

Jumlah 
Penyelesaian 

Perkara Mediasi 
Tepat Waktu  
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4. 

 

Peningkatan 
Aksesibilitas 
Masyarakat 
terhadap 
Peradilan (acces 
to justice) 

 
a) Prosentase Perkara 

Prodeo yang 
diselesaikan; 

b) Prosentase Perkara 
Sidang Keliling Yang 
Diselesaikan 

c) Persentase Perkara 
Permohonan 
(Voluntair) Identitas 
Hukum 

d) Prosentase pihak 
berperkara yang 
dilayani oleh pos 
bantuan hukum   
 
 
 

 
Program 

Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan 
Agama 

 

 
Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Agama 
 

 
a) Jumlah 

penyelesaian 
melalui 
pembebasan 
biaya perkara 

b) Jumlah 
penyelesaian 
melalui sidang 
keliling 

c) Jumlah Perkara 
(Voluntair) 
Identitas 
Hukum 

d) Jumlah 
pelayanan 
melalui pos 
bantuan hukum 

 

5 

 

Meningkatnya 
Kepatuhan 
terhadap Putusan 
Pengadilan 

 
a) Prosentase 

Permohonan 
Eksekusi atau 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
berkekuatan hukum 
tetap yang ditindak 
lanjuti. 

 
 

 
Program 

Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan 
Agama 

 

 
Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Agama  

 
Jumlah 

penyelesaian 
perkara sederhana, 

tranparan, 
akuntabel dan 
tepat waktu  

 

6 

 

Meningkatnya 
Kualitas Layanan 
Informasi dan 
Pengawasan 

 
a) Prosentase 

permohonan 
informasi yang 
ditindak lanjuti 

b) Prosentase 
pengaduan 
masyarakat yang 
ditindak lanjuti; 

c) Prosentase temuan 
hasil Pemeriksaan 
Eksternal dan 
Internal yang 
ditindak lanjuti 
 

 
Program 

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan 
Tugas Teknis 

Lainya 
Mahkamah 

Agung 

 
Pembinaan 

Administrasi dan 
Pengelola 

Keuangan Badan 
Urusan 

Administrasi 

 
Jumlah 

penyelesaian 
register informasi, 

pengaduan dan 
LHP pengawasan 
ditindak lanjuti 

tepat waktu 
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7 

 

Peningkatan 
Kualitas Sumber 
Daya Manusia ( 
SDM ) 

 
a) Prosentase pegawai 

yang lulus Diklat 
Teknis Yudisial; 

b) Prosentase pegawai 
yang lulus Diklat Non 
Yudisial; 

Program 
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 

Lainya 
Mahkamah 

Agung 

Pembinaan 
Administrasi dan 

Pengelola 
Keuangan Badan 

Urusan 
Administrasi 

 
Jumlah SDM yang 
mengikuti diklat 
sesuai dan tepat 

waktu  
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
 
 
 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MOROTAI 
 

Dalam rangka mendukung program reformasi judicial atau pembaruan yang dilakukan 

oleh   Mahakamah   Agung   serta   dalam   rangka   mewujudkan   visi   ”TERWUJUDNYA 

PENGADILAN AGAMA MOROTAI YANG AGUNG ”  maka Pengadilan Agama Morotai menetapkan 7  

(Tujuh) sasaran sebagai berikut : 

 
1.   Meningkatnya Penyelesaian Perkara; 

 
2.   Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ; 

 
3.   Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi ; 

 
4.   Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (accses to justice); 

 
5.   Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

 
6 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan  Pengawasan; 

 
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM)  

 
 

Masing – masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut : 

Strategi dan kebijakan 1 : Meningkatnya  Penyelesaian Perkara. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Penyelesaian Perkara  
, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

-     Prosentase sisa Perkara yang diselesaikan 

-     Prosentase Perkara yang diselesaikan 

-  Prosentase penurunan sisa perkara 

-  Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 
 Banding 
 Kasasi 
 PK 

-  Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 
 

 
Strategi dan kebijakan 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara,  ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

 
-     Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 
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- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara      
lengkap dan tepat waktu waktu  

- Persentase putusan  yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat 
diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus 

 
  

Strategi dan kebijakan 3 : Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi  
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi,  ditetapkan 
arah kebijakan sebagai berikut : 

 
-   Prosentase perkara yang diselesaiakn melalui mediasi; 

 
 

Strategi dan kebijakan 4 : Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (accses to 
justice ) 
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan 
(accses to justice ),  ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

 
-     Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan; 
- Prosentase Perkara Sidang Keliling yang diselesaikan  
-  Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 
- Prosentase pelayanan pos bantuan hukum yang diselesaikan  

 
Strategi dan kebijakan 5 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan,  Untuk 
mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan,  
ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 
 
-   Prosentase Permohonan Eksekusi atau Putusan Perkara Perdata yang berkekuatan hukum 

tetap yang ditindak lanjuti 
 

Strategi dan kebijakan 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan  Pengawasan,  Untuk 

mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan  Pengawasan,  

ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

 
-     Prosentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti ; 

- Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti; 

 
-      Prosentase temuan hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal yang ditindak lanjuti 

 
 

Strategi  dan kebijakan 7  : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM) 

 Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan,  ditetapkan arah 

kebijakan sebagai berikut : 

-     Prosentase pegawai yang lulus Diklat Teknis Yudisial; 
 

-     Prosentase pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial;  
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3.2  KERANGKA REGULASI  
 

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan 

Pembangunan Nasional tersebut diatas, kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 25 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Pengadilan Agama  Morotai  sebagai salah satu institusi Negara  diberi tugas untuk  

melaksanakan program pemerintah guna penegakan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam. 

Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam 

berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di 

pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan 

program prioritas pemerintah dan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Morotai menetapkan 

kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Morotai sudah 

barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan : 

Isu Strategis  Arah Kebijakan  
2015-2019 

Arah Kerangka 
Regulasi  

Kebutuhan 
Regulasi 

Pihak 
Terkait 

1. Meningkatnya 
Penyelesaian 
Perkara  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Peningkatan 

efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

 

- Percepatan Penyelesaian 
Sisa 
perkara. 
 

- Pelaksanaan penyelesaian 
perkara secara modern dan 
aplikasi 
 

- Penekanan jumlah sisa 
perkara 

 
- Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 
 

- Index responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

 
 
 
 
 

- Persentase Isi putusan 
yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu  

 
 

- Adanya penerbitan 
aturan terkait sisa 
perkara 
 

- Pelaksanaan secara 
keseluruhan alur 
mengunakan system 
computer dan 
elektronik 

 
 
- Pelaksanaan pola 

Bindalmin dan Buku II 
 
 
 
 
 
 
 
- Pedoman Akreditasi 
 
 
 
 
 
- Pedoman Akreditasi 
 
 
 
 

- Adanya Aturan 
Waktu 
Penyelesaian 
Perkara 
 

- Adanya Aturan 
Pedoman Pola 
Perkara secara 
elektronik 

 
 
- Adanya Juknis 

waktu 
penyelesaian 
berkas, putusan, 
upaya hukum 
lainnya dan waktu 
penyerahan akta 
cerai 
 
 
 
 
 
 
 

- Adanya 
penerbitan SEMA, 
PERMA, KMA, dan 
lain-lain 
 

Mahkamah 
Agung RI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahkamah 
Agung, 
Badilag, PTA 
Maluku 
Utara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahkamah 
Agung, 
Badilag, PTA 
Maluku 
Utara 
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3. Peningkatan 

penyelesaian 
upaya mediasi  
 
 
 

4. Peningkatan 
Aksebilitas 
Masyarakat 
Terhadap 
Peradilan (accses 
to justice) 
 
 
 

 
 
 

 
 

5. Peningkatan 
Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

 
 
 

6. Peningkatan 
Kualitas Layanan 
Informasi dan 
Pengawasan  

 
 
 
 
 
 

- Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan Banding, 
Kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu  

- Persentase putusan  
yang menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi 
syariah ) yang dapat 
diakses secara online 
dalam waktu 1 hari sejak 
diputus 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Pelaksanaan perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

 
 
 
 

- Penyelesaian perkara 
prodeo  

 
- Penyelesaian perkara 

sidang keliling 
 

- Persentase Perkara 
Permohonan (Voluntair) 
Identitas Hukum 

 

- Pelayanan pos bantuan 
hukum yang 
diselesaikan 

 

- Penyelesaian 
permohonan eksekusi 
atau putusan perkara 
perdata yang 
berkekuatan hukum 
tetap 
 

 
- Pelaksanaan 

permohonan informasi 
yang ditindak lanjuti  
 

- Percepatan 
Penyelesaian 
Pengaduan Masyrakat  

 

- Pelaksanaan 
pengawasan secara 
efektif dan transparan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Peningkatan pelayanan 

standar mediasi   
 
 
 
 

- Peningkatan volume 
layanan  dan 
penyelesaian  prodeo, 
siding kelilig, Voluntair 
serta  pos bantuan 
hukum 

- Peningkatan Anggaran 
 
 
 
 
 
 
 

- Percepatan 
pelaksanaan eksekusi 
putusan yang telah 
berkekuatan hukum 
tetap 
 
 
 
 
 
 

- implementasi    
standarisasi 
pengawasan 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Adanya 
penerbitan SEMA, 
PERMA, KMA, dan 
lain-lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Adanya panduan 
dan petunjuk 
teknis tentang 
prosedur eksekusi 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Adanya 

penerbitan SEMA, 
PERMA, KMA, 
tentang 
pengawasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahkamah 
Agung, 
Badilag, PTA 
Maluku 
Utara 
 
 
Mahkamah 
Agung, 
Badilag, PTA 
Maluku 
Utara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahkamah 
Agung, 
Badilag, 
Badan 
Pengawasan 
PTA Maluku 
Utara 
 
 
Mahkamah 
Agung, 
Badilag, 
Balitbang 
Diklat 
Kumdil, PTA 
Maluku 
Utara 
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7. Peningkatan 

Kualitas Sumber 
Daya Manusia 
(SDM) 

 
 
 

- Peningkatan Kinerja dan 
ketrampilan SDM Teknis 
dan Non Teknis 

 
 
 

Pembentukan Budaya 
Kerja dan Diklat bagi SDM 
Teknis dan Non Teknis 

 
 
 Adanya penerbitan 
SEMA, PERMA, KMA, 
tentang SDM  
 

 
 

 

 

 
3.3  KERANGKA KELEMBAGAAN  

 Pengadilan Agama Morotai sebagai satuan kerja yang berlokasi di Kabupaten Halmahera 

Utara, Propinsi Maluku Utara dengan wilayah hukum yang meliputi dua kabupaten, yaitu kabupaten 

Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanan tugas dan fungsinya harus 

didukung dengan struktur organisasi dan sumber daya manusia yang baik dan cukup . Tugas dan 

fungsi Pengadilan Agama Morotai  dilaksanakan Pimpinan Pengadilan,  Hakim Kesekretariatan  dan 

Kepaniteraan, Mengenai tata kerja Pengadilan Agama Morotai telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

 

1. Pimpinan Pengadilan UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 10 ayat 1 dan Perma Nomor 7 Tahun 

2015 pasal 1 

Pimpinan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas bertanggung jawab atas terselenggaranya 
administrasi perkara pada Pengadilan.  

 
2. Kepaniteraan Perma Nomor 7 Tahun 2015  pasal 115 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di 
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan 
perkara.  
 
3. Kesekretariatan Perma Nomor  7 Tahun 2015 pasal 323 
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan 
di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di 
lingkungan Pengadilan Agama Kelas II.  
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 Demi mencapai visi dan misi serta sasaran strategis, Pengadilan Agama Morotai memiliki 7 

program sasaran strategis yaitu. 

    Target   
Sasaran Program Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

Meningkatnya 
Penyelesaian Perkara 

Penyelesaian Sisa Perkara 
Yang Diselesaikan 

8 pkr 9 pkr 17 pkr 10 pkr 10 pkr 

Penyelesaian perkara yang 
diselesaikan  

385 pkr 2138 pkr 140 pkr 160 pkr 180 pkr 

Penurunan Sisa Perkara 15 pkr 17 pkr 12 pkr 10 pkr 10 pkr 

Persentase perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum : 

 Banding 
 Kasasi 
 PK 

3 pkr 3 pkr 3 pkr 3 pkr 3 pkr 

Index responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

n/a n/a n/a 100 % 100 % 

Peningkatan 
Efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara  

Persentase Isi putusan 
yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

386 pkr 2155 pkr 145 pkr 165 pkr 175 pkr 

 Persentase berkas perkara 
yang dimohonkan 
Banding, Kasasi dan PK 
yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

3 pkr 3 pkr 3 pkr 3 pkr 3 pkr 

Persentase putusan  yang 
menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi 
syariah ) yang dapat 
diakses secara online 
dalam waktu 1 hari sejak 
diputus 

1 pkr 1 pkr 1 pkr 2 pkr  2 pkr 

Peningkatan 
Penyelesaian Upaya 
Mediasi 

Pelakasanaan Perkara 
diselesaikan melalui 
Mediasi 

4 orang 1 orang 1 orang 2 orang  2 orang  
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Peningkatan 
Aksebilitas 
Masyarakat 
Terhadapa Peradilan 
(accses to justice) 

Pelaksanaan perkara 
prodeo yang diselesaikan 

4 pkr 8 pkr 8 pkr 8 pkr 10 pkr 

 Pelaksanaan perkara 
sidang keliling yang 
diselesaiakan  

29 pkr 40 pkr 40 pkr 40 pkr 40 pkr 

Persentase Perkara 
Permohonan (Voluntair) 
Identitas Hukum 

500 pkr 500 pkr 500 pkr 500 pkr 500 pkr 

Pelaksanaan pelayanan 
pos bantuan hukum yang 
diselesaiakan  
 
 

n/a n/a n/a 162 pkr 165 pkr 

Meningkatnya 
Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan  

Permohonan eksekusi 
atau putusan perkara 
yang berkekuatan hukum 
tetap yang ditindak lanjuti  

1  pkr 2 pkr  1 pkr  1 pkr 1 pkr 

Meningkatnya 
Kualitas Layanan 
Informasi dan 
Pengawasan  

Pelaksanaan permohonan 
informasi yang ditindak 
lanjuti 

0 lap 0  lap  0  lap  12  lap 20  lap  

 Pelaksanaan pengaduan 
Masyarakat yang ditindak 
lanjuti 

1 lap 1  lap  1  lap  1  lap 1  lap  

 Pelaksanaan temuan hasil 
pemeriksaan eksternal 
dan internal yang 
ditindaklanjuti 

68 LHP 65 LHP 63 LHP 50 LHP 50 LHP 

Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia (SDM) 

Pencapaian Pegawai Yang 
Lulus Diklat Teknis Yudisial 

2 orang 2 orang 3 orang 2 orang 2 orang 

 Pencapaian Pegawai Yang 
Lulus Diklat Teknis Non 
Yudisial 

1  orang 1  orang 2 orang 1 orang 1  orang 
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PENUTUP 

 
Rencana strategis Pengadilan Agama Morotai tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk 

merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan 

strategis, baik yang bersifat internal   maupun    eksternal.   Renstra   ini    merupakan   upaya    

untuk    menggambarkan   peta permasalahan, titik-titik lemah,  peluang tantangan, program 

yang ditetapkan , dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun , serta 

output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. 

 
Rencana Strategis Pengadilan Agama Morotai harus terus disempurnakan dari waktu 

ke waktu. Dengan  demikian  renstra  ini  bersifat  terbuka  dari  kemungkinan  perubahan.  

Melalui  Renstra  ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam 

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

 
Dengan Renstra ini pula , diharapkan satuan kerja di Pengadilan Agama Morotai memiliki 

pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program 

selama lima tahun yaitu 2015 – 2019 , sehingga Visi dan Misi Pengadilan Agama Morotai dapat 

terwujud dengan baik. 
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Misi

: 3.    Mewujudkan  Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, profesional dan berakhlak mulia

: 4.    Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan 

No

Target 

Jangka 

Menengah

Indikator Uraian Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran (Rp)

1 95% Prosentase sisa perkara yang 

diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 160 Perkara

Prosentase perkara yang 

diselesaikan

90% 95% 95% 98% 98%

Prosentase penurunan sisa 

perkara

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum :  • Banding

• Kasasi

• PK

100% 100% 100% 100% 100%

Index responden pencari 

keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan

n/a n/a n/a 100% 1000%

2 Persentase Isi putusan yang 

diterima oleh para pihak 

tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 160 Perkara

Persentase berkas perkara 

yang dimohonkan Banding, 

Kasasi dan PK yang 

diajukan secara lengkap dan 

tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase putusan  yang 

menarik perhatian 

masyarakat (ekonomi 

syariah ) yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 

hari sejak diputus

100% 100% 100% 100% 100%

3

Prosentase perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi

100% 100% 100% 100% 100% 2 Orang

4

Prosentase perkara prodeo 

yang diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penyelesaian 

melalui pembebasan 

biaya perkara

8 Perkara

Prosentase perkara sidang 

keliling  yang diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penyelesaian 

melalui perkara sidang 

keliling

30 Perkara

Jumlah pengelolaan 

perkara tepat waktu 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama

Jumlah penyelesaian 

perkara mediasi  

tepat waktu 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama

Terwujudnya pelaksanaan pelayanan serta 

pengawasan eksternal dan internal yang 

efektif dan efisien 

Meningkatnya 

akses masyarakat 

terhadap peradilan

Peningkatan 

Aksebilitas 

masyarakat 

terhadap peradilan 

(accses to justice)

Jumlah penyelesaian 

perkara tepat waktu 

                         99.000.000 

Terselesainya administrasi perkara yang 

efektif, efisien, dan akuntabel 

Meningkatnya 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara  

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui 

proses mediasi 

Meningkatnya 

penyelesaian 

perkara dengan 

mediasi 

Peningkatan 

penyelesaian proses 

mediasi 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama

Terwujudnya penyelesaian perkara yang 

sederhana, tepat waktu, transparan dan 

akuntabel 

Meningkatnya 

jumlah perkara 

yang diselesaikan

Meningkatnya 

penyelesaian 

perkara

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN AGAMA MOROTAI 

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Morotai Yang Agung

: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Morotai 

: 2.    Meningkatkkan  pelayanan publik dalam bidang hukum dan keadilan

Tujuan Sasaran Target Strategi

Uraian

                         99.000.000 

                         99.000.000 

                         99.000.000 



Persentase Perkara 

Permohonan (Voluntair) 

Identitas Hukum

100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penyelesaian 

melalui perkara 

(Voluntair) Identitas 

Hukum

1000 perkara

Prosentase pelayanan pos 

bantuan hukum  yang 

diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penyelesaian 

melalui pos bantuan 

hukum

162 Perkara

Prosentase permohonan 

eksekusi atau putusan 

perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap 

100% 100% 100% 100% 100% 1 Perkara

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya 

Kualitas Layanan 

Informasi dan 

Pengawasan

Meningkatnya 

Kualitas Layanan 

Informasi dan  

Pengawasan

Prosentase permohonan 

informasi  yang ditindak 

lanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 12 LP

Prosentase pengaduan 

masyarakat yang ditindak 

lanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 1 LP

Prosentase temuan hasil 

pemeriksaan eksternal dan  

internal yang ditindak 

lanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 50 LHP

Prosentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial 

100% 100% 100% 100% 100%

2

Prosentase pegawai yang 

lulus diklat teknis non 

yudisial 

100% 100% 100% 100% 100%

1

          USMAN KOHILAY, SH.

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama

 Sekretaris PA Morotai

Terwujudnya pelaksanaan pelayanan serta 

pengawasan eksternal dan internal yang 

efektif dan efisien 

Meningkatnya 

akses masyarakat 

terhadap peradilan

Peningkatan 

Aksebilitas 

masyarakat 

terhadap peradilan 

(accses to justice)

Meningkatnya  

Kepatuhan 

Terhadap Putusan 

Pengadilan

Meningkatnya  

Kepatuhan 

Terhadap Putusan 

Pengadilan

Peningkatan 

kualitas sumber 

daya manusia 

(SDM)

Peningkatan 

kualitas sumber 

daya manusia 

(SDM)                     3.288.475.000 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama

Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas  

Teknis Lainnya 

Mahkmah Agung  

Pembinaan 

Administrasi dan 

Pengelolaan 

Keuangan Badan 

Urusan 

Administrasi 

Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas  

Teknis Lainnya 

Mahkmah Agung  

Pembinaan 

Administrasi dan 

Pengelolaan 

Keuangan Badan 

Urusan 

Administrasi 

Jumlah penyelesaian 

perkara sederhana, 

transparan, 

akuntabel dan tepat 

waktu

Jumlah penyelesaian 

register Informasi, 

pengaduan dan LHP 

Pengawasan tindak 

lanjuti tepat waktu 

Jumlah SDM yang 

mengikuti diklat 

sesuai dan tepat 

waktu  

                         99.000.000 

                         99.000.000 

                    3.288.475.000 

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Morotai,

RIANA EKAWATI, SH., MH.



 

 
 
 

 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO 

Nomor : W29-A4/775/ OT.01.2/XI/2018 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

LIMA TAHUNAN 2015 S/D 2019 

PADA PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO 

 

KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO 

 

Menimbang : 1.  Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 

lima tahunan maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada 

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ; 

                 2.   Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang 

mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Rencana 

Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Morotai di Tobelo; 
 

Mengingat  : 1.   Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-    

Undang Nomor  14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 

                    2.   Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

              3.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran   Kementrian Negara/Lembaga;  

                          4.    Undang –Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  
 

Pertama      : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahunan (2018 s/d 
2022) pada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan susunan  sebagai 
berikut: 

  
Nama / NIP 

 
Jabatan 

 
Diangkat dalam 

jabatan 

 
Ket. 

 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 

 
Riana Ekawati, S.H., MH 
NIP. 19780516 200502 2 002 
 
Abdul Jaris Daud, SH 
NIP. 19790603 200904 1 004 
 
Dra. Gamaria Dodungo 
NIP. 19670603 199603 2 001 
 
USMAN KOHILAY, SH. 
NIP. 19720404 200003 1 011 
 
HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag 
NIP. 19560419 198901 2 001 
 
NURHIDAYATI AMAHORU, BA 
NIP. 196308151992022001 

 
Hakim Pratama Utama 

/ Ketua 
 

Hakim Pratama Muda  
 
 

Panitera 
 
 

Sekretaris 
 
 

Panmud Hukum 
 
 

Panmud Gugatan 
 

 
Pengarah 

 
 

Penaggung jawab 
 
 

Ketua 
 
 

Sekretaris 
 
 

Anggota 
 
 

Anggota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
13. 

 
IHWAN AHSAN, BA 
NIP. 196306101993031004 
 
YUSRAN YAMANOKUAN, SH 
NIP. 19800809 200904 1 003 
 
 
ISWATY ARIEF, S. MB 
NIP. 19810904 200904 2 002 
 
Helmi Syukur, SH. 
NIP. 19870823 200604 1 003 

 
Mohamad Irfan, SH. 
NIP. 19850510 201403 1 002 
 
Hengki Ari Wibowo, S.Kom. 
NIP. 199010222015031002 
 
Rahmat Saleh, SH 
Nip. 19810506 200604 1 005 

 
Panmud Permohonan 

 
Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian, 
Organisasi dan Tata 

Laksana 
 

Kepala Sub Bagian 
Umum dan Keuangan 

 
Kepala Sub Bagian 
Perencanaan, IT & 

Pelaporan 

Jurusita Pengganti 
 
 

Bendahara 
 
 

Staf Sub Bagian Umum 
dan Keuangan 

 
Anggota 

 
 

Anggota 
 
 
 

Anggota 
 
 

Anggota 
 
 

Anggota 
 
 

Anggota 
 
 

Anggota 
 

 

 
    Kedua : Tim peyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Lima Tahunan pada Pengadilan Agama 

Morotai di Tobelo bertugas menyusun rencana-rencana kerja yang strategis untuk 
lima tahun kedepan dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku. 

 
    Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
                        Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 

Ditetapkan di  : Tobelo. 
Pada Tanggal  : 03 Desember 2018. 
Ketua, 
 
 
 
Riana Ekawati, S.H., M.H 
NIP. 19780516 200502 2 002 

Tembusan  : 
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. di Jakarta; 
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. di Jakarta; 
3. Kepala badan urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. di Jakarta; 
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi; 
5. Arsip. 
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